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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

NOTA DINAS
NOMOR: HK.02.01.22.221.07.22.1312

	Yth. 
	:
	Plt. Sekretaris Utama

	Dari
	:
	Kepala Biro Hukum dan Organisasi 

	Perihal
	:
	Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

	Lampiran
	:
	3 (tiga) berkas

	Tanggal
	:
	26 Juli 2022



Menindaklanjuti rapat pembahasan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 21 Juli 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut: 
1. [bookmark: _Hlk109719164]Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan dihadiri oleh narasumber dari perwakilan Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan peserta dari perwakilan unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
2. Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu:
a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa BPOM memiliki 85 (delapan puluh lima) Standar Pelayanan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan BPOM ini, sehingga perlu dilakukan reviu oleh KemenPANRB.
b. perwakilan Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, KemenPANRB menyampaikan bahwa:
1) Tahapan Penyusunan Standar Pelayanan terdiri atas:
a) Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan dengan melakukan identifikasi Persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, dan Pengelolaan Pengaduan;
b) Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan dengan Masyarakat melalui Focus Group Discussion atau Public Hearing;
c) Penetapan Standar Pelayanan dilakukan setelah ditandatanganinya Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan antara unit kerja pemrakarsa dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan; 
d) Penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan integrasi, internalisasi, dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait;
e) Penetapan dan Penerapan Maklumat Pelayanan; dan
f) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan metode berupa analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi.
2) Hasil reviu terhadap rancangan Peraturan BPOM tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:
a) Penetapan Standar Pelayanan BPOM dapat ditetapkan dalam            2 (dua) produk hukum diantaranya:
· Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Jenis Standar Pelayanan Publik BPOM; dan
· Keputusan Kepala BPOM yang menetapkan 14 (empat belas) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) dan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing).
Masukan ini berdasarkan hasil benchmarking dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
b) Masukan terhadap batang tubuh dalam Pasal 2 ayat (4) sehingga berbunyi menjadi:
Pasal 2
(4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. 	pelayanan penerbitan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu;
b. 	pelayanan pengujian Obat dan Makanan; dan
c. 	konsultasi pengawasan Obat dan Makanan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Masukan terhadap lampiran terdiri atas:
· Lampiran I Standar Pelayanan BPOM
i. Persyaratan, sebaiknya langsung menyebutkan uraian persyaratannya.
ii. Sistem, mekanisme, dan prosedur, sebaiknya menggambarkan sistem, mekanisme, dan prosedur yang dilalui oleh Pemohon. Sedangkan untuk sistem, mekanisme, dan prosedur yang dilalui oleh BPOM diatur dalam standar opersional prosedur.
iii. Jangka waktu pelayanan, sebaiknya di reviu kembali dengan menerima masukan dari Masyarakat (Pemohon).
iv. Biaya/Tarif, sebaiknya tegas menyebutkan peraturan yang mengatur penerimaan negara bukan pajak BPOM. Apabila Peraturan PNBP tersebut berubah, maka Standar Pelayanannya harus disesuaikan dengan acuan Peraturan PNBP tersebut.
v. Produk pelayanan, sebaiknya lebih singkat dan jelas sesuai dengan output.
vi. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi, sebaiknya tidak mencantumkan Unit Layanan Pengaduan Konsumen Pusat.
vii. Jumlah pelaksana, sebaiknya detail disebutkan jumlah petugas.
· Lampiran II Format Maklumat Pelayanan
Format Maklumat Pelayanan BPOM perlu disesuaikan dengan contoh Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir.
3. Tindak lanjut rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:
a. Biro Hukum dan Organisasi akan menyusun batang tubuh rancangan Peraturan BPOM dan Keputusan Kepala BPOM sebagai payung hukum Standar Pelayanan BPOM; dan
b. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM segera melakukan konsultasi publik Standar Pelayanan di lingkungan masing-masing dan hasil konsultasi publik tersebut ditandatangani dalam Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan.
4. Laporan konsultasi publik dan Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan disampaikan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM kepada Biro Hukum dan Organisasi berupa softcopy paling lambat tanggal 9 Agustus 2022.
5. Terlampir kami sampaikan: 
a. Paparan KemenPANRB (Lampiran I); 
b. Rancangan Peraturan BPOM tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lampiran II); dan
c. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lampiran III).

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut.
${ttd_pengirim}
Reghi Perdana, S.H., LL.M.
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